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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta Tahun 

2024. Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja 

KPP Madya Surakarta selama Tahun 2024 dalam bentuk yang terukur berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Permenpan Nomor 53/2014). 

Berdasarkan LAKIN ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

telah sesuai dengan sasaran dan apakah telah mengacu pada visi dan misi seperti yang 

telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Menjadi Mitra Tepercaya 

Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui 

Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan 

Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola 

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, 

Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan" dengan : 

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia; 

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas 

dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil; dan 

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi 

yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, 

dan bermotivasi. 

Sebagai wujud komitmen KPP Madya Surakarta yang merupakan bagian dari 

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penyusunan IKU/IKI si seluruh unit DJP 

disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan 

Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI 

KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan 

dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun 

Perbaikan. 
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Demikian LAKIN ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan 

transparan atas kinerja KPP Madya Surakarta secara keseluruhan. 

 

Surakarta, 21 Januari 2025 

Kepala Kantor, 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ditandatangani Secara Elektronik 

Yunus Darmono 

 



iv 
 

DAFTAR ISI 
 

Judul Sampul  ................................................................................................................. i 

Kata Pengantar ............................................................................................................. .ii 

Daftar Isi ....................................................................................................................... iv 

Bab I Pendahuluan ....................................................................................... 1 

 A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...................................... 1 

 B. Peran Strategis KPP Madya Surakarta ....................................... 3 

 C.  Visi dan Misi ............................................................................... 3 

 D.  Nilai-Nilai .................................................................................... 4 

 E.  Wilayah Kerja ............................................................................. 4 

 F. Sumber Daya Manusia ............................................................... 5 

 G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025ééééééééé.7 

 H. Sistematika Laporan ................................................................... 8 

Bab II Perencanaan Kinerja ........................................................................... 9 

 A. Rencana Strategis ...................................................................... 9 

 B. Penetapan Kinerja ...................................................................... 9 

Bab III Akuntabilitas Kinerja.......................................................................... 12 

 A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................... 12 

 B. Realisasi Anggaran .................................................................. 43 

 C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...........................................44 

 D. Kinerja Lain-Lain.........................................................................44 

Bab IV Penutup ............................................................................................ 46 

 Kesimpulan  ...................................................................................... 46 

 Lampiran ........................................................................................... 47 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta merupakan instansi vertikal pada 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. 

Sesuai dengan KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, 

dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana 

Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama 

Purworejo mengalami perubahan jenis menjadi KPP Madya baru, yakni Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Surakarta yang mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021. 

 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP 

Madya Surakarta mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, 

pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung 

Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Surakarta 

menyelenggarakan fungsi antara lain: 

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;  

2. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;  

3. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;  

4. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  

5. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat;  

6. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;  

7. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan 

perpajakan;  

8. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;  
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9. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan 

eksternal;  

10. pemutakhiran basis data perpajakan;  

11. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;  

12. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;  

13. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;  

14. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;  

15. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan  

16. pelaksanaan administrasi kantor. 

  Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;  

3. Seksi Pelayanan;  

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;  

5. Seksi Pengawasan I;  

6. Seksi Pengawasan II;  

7. Seksi Pengawasan III;  

8. Seksi Pengawasan IV;  

9. Seksi Pengawasan V;  

10. Seksi Pengawasan VI; dan 

11. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 

Kepala KPP Madya Surakarta  

Yunus Darmono 

Kepala Subbagian Umum dan 
Kepatuhan Internal 

Yamti Rakhmani 

Kelompok Jabatan Fungsional 
(Supervisor) 

Tulus Haryono 
Purnomo 

Khamim Alamsyah 
Ariedoni Setiarta 
Adang Sutiawan 
Taat Triwibowo 

 

Kepala Seksi  
Pelayanan 

Dirgo Handoko 

Kepala Seksi Penjaminan 
Kualitas Data 
Esti Hartari 

Kepala Seksi Pemeriksaan, 
Penilaian, dan Penagihan 

Muhamad Ganiyoso 

Kepala Seksi 
Pengawasan I 

F. Heri Purwanto 

Kepala Seksi  
Pengawasan V 
Abdul Nasyir 

Kepala Seksi  
Pengawasan IV 
Yasin Haryanto 

Kepala Seksi 
Pengawasan II 

Mulyanto 

 

Kepala Seksi 
Pengawasan III 
Radik Purwoko 

Kepala Seksi  
Pengawasan VI 

Sugeng Rachwono 
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B. Peran Strategis KPP Madya Surakarta 

  KPP Madya Surakarta merupakan instansi pemerintah yang dalam 

pelayanannya langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Dengan demikian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya pegawai KPP Madya Surakarta diharapkan bersih 

dari berbagai penyelewengan wewenang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran maka 

disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pelaksanaan dari Nota Dinas Direktur 

Jenderal Pajak Nomor ND-391/PJ/PJ.01/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang 

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu 

Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). 

 

C. Visi dan Misi 

Visi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas 

mengenai sosok organisasi yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa mendatang. 

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa 

untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi 

Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka 

mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 

Berkeadilan.ò Sedangkan untuk KPP Madya Surakarta mempunyai visi ñMenjadi Kantor 

Penghimpun Penerimaan Pajak terdepan  melalui sumber daya manusia yang 

profesional, berintegritas dan bertanggungjawab.ò 

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan 

tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal 

Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan 

pemerintah.  

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah  

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia; 

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas 

dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil; dan 
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3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi 

yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, 

dan bermotivasi. 

KPP Madya Surakarta mempunyai misi ñMenghimpun penerimaan negara 

melalui sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien dengan 

memberikan edukasi dan layanan prima kepada wajib pajak.ò 

 

D. Nilai-Nilai 

 Direktorat Jenderal Pajak menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta 

kaidah-kaidah Perilaku Utama yang dipedomani dalam keseharian setiap pegawai di 

KPP Madya Surakarta yaitu: 

Tabel 1.1 Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 

NILAI-NILAI PERILAKU UTAMA 

INTEGRITAS 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya 
2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela 

PROFESIONALISME 1. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas 
2. Bekerja dengan hati 

SINERGI 1. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan 
menghormati 

2. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik 

PELAYANAN 1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan 
pemangku kepentingan 

2. Bersikap proaktif dan cepat tanggap 

KESEMPURNAAN 1. Melakukan perbaikan terus menerus 
2. Mengembangkan inovasi dan kreativitas 

 

E. Wilayah Kerja 

 Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta meliputi seluruh wilayah 

Jawa Tengah II sejumlah 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari  

1. Kabupaten Banyumas  

2. Kabupaten Cilacap 

3. Kabupaten Purbalingga 

4. Kabupaten Banjarnegara  

5. Kabupaten Purworejo  

6. Kabupaten Kebumen 

7. Kota Magelang  

8. Kabupaten Magelang  

9. Kabupaten Temanggung  

10. Kabupaten Wonosobo  

11. Kota Surakarta  

12. Kabupaten Karanganyar  
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13. Kabupaten Sragen  

14. Kabupaten Klaten  

15. Kabupaten Sukoharjo 

16. Kabupaten Wonogiri  

17. Kabupaten Boyolali 

 

F. Sumber Daya Manusia 

  KPP Madya Surakarta didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 

116 (seratus lima belas) orang pada 31 Desember 2024, yang terbagi sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Data Jumlah Pegawai Per Seksi 

No Seksi Bagian Jumlah Pegawai 

1 Kepala KPP Madya 1 

2 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 11 

3 Seksi Pelayanan 16 

4 Seksi Penjaminan Kualitas Data  4 

5 Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 8 

6 Seksi Pengawasan I 9 

7 Seksi Pengawasan II 7 

8 Seksi Pengawasan III 7 

9 Seksi Pengawasan IV 9 

10 Seksi Pengawasan V 9 

11 Seksi Pengawasan VI 8 

12 Fungsional Pemeriksa Pajak 28 

13 Fungsional Penilai 1 

14 Fungsional Penyuluh 6 

 Total 117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kepala KPP Madya

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Seksi Pelayanan

Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pengawasan I

Seksi Pengawasan II

Seksi Pengawasan III

Seksi Pengawasan IV

Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan VI

Fungsional Pemeriksa Pajak

Fungsional Penilai

Fungsional Penyuluh

0 5 10 15 20 25 30

Data Jumlah Pegawai Per Seksi
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Tabel 1.3 Data Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 

No Jabatan Jumlah Pegawai 

1 Pejabat Administrator 1 

2 Pejabat Pengawas 10 

3 Fungsional  35 

4 Account Representative 40 

5 Pelaksana 31 

 Jumlah 117 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.4 Data Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 DI/DIII 29 

2 S1/D4 59 

3 S2 29 

 Jumlah 117 

   

 

 

 

25%

51%

23%

Data Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan

DI/DIII

S1/D4

S2

1%9%

30%

34%

22%

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Pejabat Administrator

Pejabat Pengawas

Fungsional

Account Representative

Pelaksana
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Tabel 1.5 Data Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan 

No Tingkat Pangkat/ Golongan Jumlah Pegawai 

1 Pembina Utama Muda / IVc 5 

2 Pembina Tk.I/IVb 5 

3 Pembina/IVa 9 

4 Penata Tk.I/IIId 29 

5 Penata/IIIc 9 

6 Penata Muda Tk.I/IIIb 34 

7 Penata Muda/IIIa 3 

8 Pengatur Tk.I/IId 5 

9 Pengatur/IIc 11 

10 Pengatur Muda Tk.I/IIb 7 

 Jumlah 117 
 

G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Sebagai wujud komitmen KPP Madya Surakarta yang merupakan bagian dari 

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penyusunan IKU/IKI si seluruh unit DJP 

disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan 

Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI 

KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga 

masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, 

Hapus, maupun Perbaikan. 
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Pengatur/IIc

Pengatur Muda Tk.I/IIb

Data Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan
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H. Sistematika Pelaporan 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN 

disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

A. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi 

B. Peran strategis instansi yang bersangkutan 

C. Visi dan Misi 

D. Nilai-Nilai 

E. Wilayah Kerja 

F. Sumber Daya Manusia 

G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

H. Sistematika laporan 

Bab II Perencanaan Kinerja 

1. Rencana Strategis 

2. Penetapan Kinerja 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggaran 

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

D. Kinerja Lain-Lain 

Bab IV Penutup 

Lampiran 
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BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Rencana  strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan 

yang bersifat mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rencana strategis ini 

diwujudkan dalam visi dan misi dalam meningkatan kinerja di dalam organisasi. 

Rencana Strategis (Renstra) KPP Madya Surakarta disusun dengan 

memperhatikan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul. Pada 

prinsipnya rencana strategis tersebut harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan 

seluruh pegawai. Selain itu, segenap jajaran pegawai dari tingkat pimpinan tertinggi 

sampai dengan petugas pelaksana di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya harus 

didorong untuk lebih meningkatkan integritasnya, bekerja secara profesional, 

kooperatif, dan memiliki semangat melayani yang tinggi sehingga dapat dipercaya dan 

dibanggakan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian keuangan negara. 

Sebagai implementasi visi, misi, dan tujuan yang terukur yang akan dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu, maka perlu dibentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai. 

Sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang strategis. 

Berdasarkan uraian tersebut KPP Madya Surakarta menetapkan sasaran yaitu 

tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 yang sudah ditetapkan sejumlah Rp. 

5,616,485,208,000,- 

 

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 

  Untuk dapat merealisasikan program yang telah ditetapkan, maka program  

tersebut dinyatakan dalam Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama, Target, 

dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehubungan dengan adanya reorganisasi 

instansi vertikal DJP Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka disampaikan Nota Dinas Direktur Jenderal 

Pajak Nomor ND-215/PJ/2021 hal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan IKU 

dan Manual IKU Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, Sasaran 

Strategis, Indikator Kinerja Utama, target KPP Madya Surakarta adalah sebagai 

berikut: 
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Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Utama 

Target 

Stakeholder Perspective    

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 
  

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100% 

1b-CP 
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 

100 

Customer Perspective    

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi   

2a-CP 
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 
PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis 

100% 

2b-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

100% 

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi   

3a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM) 

100% 

Internal Process Perspective    

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 
  

4a-CP 
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 
edukasi dan penyuluhan 

74% 

4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 100% 

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif   

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis 90% 

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif   

6a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 
keterangan WP Strategis 

100% 

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100% 

6c-N 
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 
waktu 

100% 

7 Penegakan hukum yang efektif   

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100% 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75% 

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100% 

8 Data dan informasi yang berkualitas   
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8a-CP 
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat 
Keterangan 

100% 

 
 

  

Learning & Growth  Perspective    

9 SDM yang kompeten   

9a-N 
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 
SDM 

100 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85 

9c-N 
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 
manajemen risiko  
 

90 

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel   

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS  KINERJA 

 

 Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara 

teknis disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan 

implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang dituangkan dalam Pengukuran Kinerja 

(PK). 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

  Pada bagian ini disajikan Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) tahun 2024 KPP Madya Surakarta sebagai berikut : 
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1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase realisasi penerimaan pajak 

 

 

 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

KPP Madya Surakarta pada tahun 2024 mendapatkan target 

penerimaan pajak netto tahun 2024 sebesar Rp. 5,616,485,208,000,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 5,616,932,158,520,- atau 100,05% dengan indeks 

capaian 100,05%.  

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target tersebut antara lain : 

- penggalian potensi WP grup dan transfer pricing; 

- pengawasan kepatuhan pembayaran masa melalui Surat Tagihan Pajak, 

dinamisasi, dan data matching; 

- pengawasam kepatuhan material melalui bedah profil Wajib Pajak, SP2DK, 

konseling, dan visit ke lokasi Wajib Pajak; 

- penggalian sumber penerimaan baru melalui analisa mandiri dan 

pemanfaatan data dari pihak ketiga; 

- kolaborasi dengan unit kerja lain, sebagai contoh joint program; dan 

- melakukan upaya percepatan pemeriksaan serta percepatan pencairan dan 

penagihan piutang pajak. 
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b. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto  

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

  Target untuk tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan realisasi 

pertumbuhan pajak bruto sebesar 99.58% dengan indeks capaian IKU sebesar 

99.58%.  

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mengamankan IKU tersebut 

antara lain : 

- pengawasan bagi Wajib Pajak yang berhubungan dengan komoditi yang 

sedang naik; dan 

- memberikan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 

2. Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 
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Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024 sebesar Rp. 5,616,485,208,000,- dengan 

target persentase capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 

5,616,932,520,000,- dengan persentase 100,01% dengan indeks capaian 

100,01%. 

Adapun tindakan yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian IKU tersebut 

antara lain : 

- pengawasan pembayaran masa atas Wajib Pajak penentu penerimaan 

melalui surat maupun himbauan komunikasi informal; 

- penelitian potensi Surat Tagihan Pajak, dinamisasi, dan data matching; 

dan 

- komunikasi kepada Wajib Pajak penentu penerimaan atas proyeksi 

pertumbuhan kegiatan usaha di tahun 2024. 

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 
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Target angka mutlak kepatuhan SPT Tahunan bagi KPP Madya 

Surakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 1.807 Wajib Pajak dengan 

persentase 100%. Realisasi yang telah tercapai adalah sebesar 119.45% 

dengan 1.818 Wajib Pajak telah melaporkan semua SPT Tahunannya. 

Adapun tindakan yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian IKU 

tersebut antara lain : 

- melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Account 

Representative selaku pengampu Wajib Pajak terkait himbauan pelaporan 

SPT Tahunan; 

- menerbitkan Surat Teguran Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan; dan 

- menerbitkan Surat Tagihan Pajak. 

3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan 

Material (PKM) 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target untuk tahun 2024 sebesar Rp. 576,920,464,000,- dengan target 

persentase capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 

579,401,222,000,- dengan persentase 100,43% dengan indeks capaian 

100,43%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun 

yang akan datang dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), antara lain : 

- tindak lanjut Daftar Prioritas Pengawasan (DPP); 
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- pengawasan transfer pricing dan Wajib Pajak grup; 

- penggalian potensi sektor dominan; dan 

- kegiatan kolaborasi dengan unit lain seperi joint program. 

4. Sasaran Strategis 4: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif 

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain: 

a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi 

penyuluhan 

 

 

Sumber : Aplikasi Mandor DJP 

Target efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk tahun 2024 

sebesar 74% realisasi tahun 2024 sebesar 89%, maka indeks capaian adalah 

120%. 

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun 

yang akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain : 

- melaksanakan penyuluhan dengan media Instagram live dan podcast 

melalui akun youtube KPP Madya Surakarta; dan 

- memaksimalkan edukasi/penyuluhan tidak langsung dengan topik/tema 

yang sedang relevan pada saat tersebut. 

 

 

 

 


